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JANUAR SURANDA (B 111 11 391). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Bone (Studi KAsus Putusan 
Nomor : 09/Pid/B/2015/PN.WTP). Di bawah Bimbingan Bapak Muhadar 
sebagai Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana perjudian kupon putih di kabupaten Bone 
dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan perkara nomor : 09/Pid/B/2015/PN.WTP. 
 Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bone khusunya pada 
instansi Pengadilan Negeri Watampone. Penulis memperoleh data 
dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari 
kepustakaan yang relevan yaitu, literature, buku – buku serta peraturan 
perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta 
mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang 
berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan dalam menangani kasus 
perjudian. 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
(1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam nomor perkara 
09/Pid/B/2015/PN.WTP sudah tepat berdasarkan fakta – fakta hukum 
yang terjadi pada saat persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, 
keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang bukti. Dan juga di 
dasarkan pada pertimbangan hakim yang menggunakan dakwaan 
subsidair yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP yang sudah sesuai dengan perbuatan para pelaku yang 
memenuhi unsur tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur barang 
siapa, Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dan 
Unsur tanpa mendapatkan izin. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam 
menerapkan ketentuan Pidana terhadap para pelaku tindak pidana 
perjudian dalam nomor perkara 09/Pid/B/2015/PN.WTP. Oleh majelis 
Hakim dipidana penjara 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari karena 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 
Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berbeda dengan 
tuntutan Penuntut Umum yakni  (tiga) bulan pidana penjara karena 
bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur 
dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. Seharusnya para terdakwa mendapatkan hukuman sesuai yang 
diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hukum 
oleh hakim lebih memberikan kesempatan terhadap para terdakwa untuk 
bisa memperbaiki diri agar kiranya para pelaku tidak lagi mengulangi 
perbuatan yang dapat melanggar hukum. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala 
kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan 
Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum 
(rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” Hukum 
disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan 
sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubunganya dengan 
manusia yang lain. 
Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum 
terletakpada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya 
bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur 
setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas 
undang-undang yang berlaku  untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan 
dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas 
rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 
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Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat 
sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar 
masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang 
diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya 
mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan 
diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat 
menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan 
perubahan-perubahan di dalam masyarakat. 
Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan 
bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 
mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 
orang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan 
yang satu dan yang lain tidak saling barlawanan. Untuk mencapai 
keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi 
kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah 
diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di 
negara ini. Salah satunya adalah perjudian. 
Perjudian sudah ada dari sejak zaman dulu dan ini dilakukan 
hampir oleh seluruh umat manusia, mulai dari orang-orang di Eskimo 
sampai dengan suku yang paling terpencil di Afrika. Ketika zaman Firaun 
sudah banyak orang memiliki hobby judi begitupun dalam cerita 
Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan 
kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam 
permainan judi melawan Kurawa. Di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah 
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suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal 
sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar 
pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk 
tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda 
tidak bergerak. 
Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum. Kitab 
Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kitab undang-
undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. 
Pengaturan mengenai Perjudian dapat dijumpai dalam KUHP yaitu, Pasal 
303 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang Kejahatan terhadap 
Kesopanan. 
 Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon 
putih atau biasa disebut togel. Di mana para pemainnya mulai dari 
kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. 
Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada 
yang menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian 
pokoknya. Perjudian kupon putih semakin berkembang seiring dengan 
berkembangnya peradaban manusia dan bentuk perjudian ini sudah 
merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang 
sudah dilakukan terang-terangan. Dalam perspektif hukum, perjudian 
merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan 
masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak 
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pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian kupon 
putih sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang 
sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat 
penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi 
masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi 
dan memberantas semua bentuk perjudian. 
Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban 
perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan 
sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian kupon putih ini bukannya 
berkurang namun semakin subur dan semakin digemari di kalangan 
masyarakat. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dengan ini 
penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian kupon 
putih dengan judul Skripsi: “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana 
perjudian kupon putih di Kabupaten Bone (Studi Kasus Putusan 
Nomor (09/Pid/B/2015/PN.WTP)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagi berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam 
putusan No. 09/Pid/B/2015/PN.WTP ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukuman Hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian 
kupon putih di Kabupaten Bone dalam putusan No. 
09/Pid/B/2015/PN.WTP ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahuipenerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam 
putusan No. 09/Pid/B/2015/PN.WTP. 
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam putusan No. 
09/Pid/B/2015/PN.WTP. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat-manfaat 
sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya mengenaipenerapan sanksi hukum 
dalam tindak pidana perjudian. 
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum 
pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri 
dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar 
lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia umumnya 
di Kabupaten Bone khususnya, dalam penegakan hukum 
terhadap kejahatan perjudian kupon putih atau togel atau 
nomor buntut. 
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4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 








A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Sebelum menguraikan pengertian tentang tindak pidana, maka 
penulis akan menguraikan tentang pengertian tinjauan yuridis. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu 
“Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang 
artinya melihat atau memeriksa; menilik; mempertimbangkan kembali, 
mempelajari dengan cermat; atau memeriksa untuk memahami. 
Sedangkan pengertian “tinjauan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia 
yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat atau sesudah menyelidiki dan 
mempelajari. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; 
penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan 
penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 
memecahkan suatu persoalan.1 
Sedangkan menurut KamusHukum, yuridis berasal dari kata 
jurisdictie, jurisdiction (Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili. 
Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar 
putusan itu, juga harus memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan 
atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
                                                          
1Kamus besar bahasa Indonesia Online, http://www.kbbi.web.id/2015/05/tinjau.html, 
diakses pada 6 Mei 2015 pukul 08.45. 
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Pengertian tinjauan Yuridis sama dengan hukum pidana materil 
yaitu yang ditinjau adalah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, pidana 
dan pemidanaan, dan pertanggung jawaban pidana. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan 
Delictum atau Delicta yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal 
dengan istilah Strafbaarfeit. Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa 
Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau een gedeelte van de 
werkelijkheid, sedang straffbaar berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara 
harfiah strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat 
karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya 
adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 
tindakan.2 Strafbaarfeit dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu 
perbuatan yang dapat dihukum. 
Berikut ini adalah kumpulan pengertian tindak pidana atau 
strafbaarfeit menurut para ahli : 
Menurut Profesor Pompe (P.A.F. Lamintang, 2014:180), perkataan 
strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
                                                          
2P.A.F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 
(Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 179. 
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sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang 
pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum”. 
Menurut Hazewinkel-Suringa (P.A.F. Lamintang, 2014:180) mereka 
telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaarfeit 
sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
Adapun rumusan lain tentang strafbaarfeit, menurut Profesor 
Simons (P.A.F. Lamintang, 2014:183) strafbaarfeit itu sebagai suatu 
“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. 
Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya strafbaarfeit itu harus 
dirumuskan seperti di atas adalah karena : 
1) Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu diisyaratkan bahwa disitu 
harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun 
diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap 
larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum; 
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2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap strafbaarfeit 
sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu 
tindakan melawan hukum atau merupakan suatu 
onrechtmatigehandeling.3 
Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan (handelen atau doenpositif) atau suatu melalaikan (natalen-
negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu).4 
Profesor van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak 
dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. 
Menurut beliau, perkataan strafbaar itu berarti 
voorstrafinaanmerkingkomend atau strafverdienend yang juga mempunyai 
arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan strafbaarfeit 
seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan 
sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu 
membuat seorang menjadi dapat dihukum” atau suatu feit terzake van 
hetwelk een person strafbaar is.5 
                                                          
3Ibid, hlm. 184. 
4Pengertian tindak pidana, http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-
pengertian-tindak-pidana.html, diakses pada 8 Mei 2015 pukul 10.35. 
5Ibid, hlm. 182. 
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Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaarfeit) adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan : 
1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana.  
2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan 
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu.  
3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, 
oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan 
kejadian itu ada hubungan erat pula.”Kejadian tidak dapat 
dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang 
tidakdapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang 
ditimbulkan olehnya”.6 
Berbeda dengan pendapat Van Hattum dan Simons. Pompe (P.A.F. 
Lamintang 2014:180-181) memberi pengertian tentang strafbaarfeit ke 
dalam dua (2) segi, yaitu : 
1. Segi teoretis, strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
                                                          
6 Pengertian tindak pidana, 
http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, diakses pada 8 
Mei 2015 pukul 10.51 
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tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
2. Segi hukum positif, strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tidak 
lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan 
undang-undang telah telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum. 
 Beliau juga berpendapat bahwa perbedaan antara teori dengan 
hukum positif sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu, yang 
terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum 
kecuali apabila tindakan-tindakannya itu memang benar-benar bersifat 
melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk 
schuld, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum 
positif kita pun tidak mengenal adanya suatu schuld tanpa adanya 
wederrechtelijkheid. Dengan demikian sesualah sudah apabila pendapat 
menurut teori dan pendapat menurut hukum positif, kita satukan dalam 
suatu teori yang berbunyi geen straf zonder schuld atau tidak ada sesuatu 
hukuman yang dapt dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya 
kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. 
 Dari uraian di atas dapat kita simpulkan untuk menjatuhkan suatu 
hukuman (pidana) tidaklah cukup hanya perbuatan pidana, melainkan 
juga harus ada kemampuan bertanggung jawab, atau seseorang yang 
dapat dipidana apabilah strafbaarfeit yang ia lakukan tidak bersifat 
wederrechtelijkheid dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun 
tidak dengan sengaja. 
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Adami Chazawi (2011:67-68) berpendapat bahwa ada tujuh istilah-
istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangan-undangan yang 
ada maupun dalam berbagai literaratur hukum sebagai terjemahan dari 
istilah strafbaarfeit, diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, 
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan 
yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. 
Namun penulis lebih memilih menggunakan istilah tindak pidana.Di 
Indonesia sendiri kata tindak pidana telah banyak digunakan sebagai 
undang – undang yang telah dikodifikasi begitu juga banyak para pakar 
hukum yang menggunakannya. 
Berdasarkan berbagai rumusan yang telah dikemukakan oleh para 
pakar hukum di atas tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang 
mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-
unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tidakan manusia, 
dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang 
terlarang oleh undang-undang. 
Jika diteliti peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti 
KUHP tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, melainkan tiap-
tiap pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-
unsur tindak pidana yang berbeda bahkan ada yang menyebutnya 
sebagai kuslifikasi tindak pidana. 
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Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; (2) dari sudut undang-
undang.Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada.7 
Zainal Abidin (2010 : 220 - 221) berpendapat bahwa : 
Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur 
pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur 
itu harus dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus 
pula dibuktikan dalam sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti 
bahwa hanya unsur yang disebut secara expresiss verbis (tegas) di 
dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak 
pidana.Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut di 
dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya 
unsur melawan hukum yang materil dan tidak adanya dasar 
pembenar.Unsur yang tidak dengan tegas di dalam undang-undang 
biasa dinamakan unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di 
dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. 
 Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi , namun demikian 
terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat membuktikan ketiadaan 
unsur-unsur itu. Misalnya seorang dukun penyunat di sebuah kampung 
yang tidak mempunyai Puskesmas yang diadili karena menyunat orang 
tanpa adanya izin praktik, dituntut karena menganiaya, dapat 
membuktikan bahwa perbuatanya tidak melawan hukum  materil, karena 
profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu dirasakan tidak 
tercela. 
                                                          
7Adami Chazawi, PelajaranHukumPidana1, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm.79. 
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Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2011:79) unsur tindak pidana 
adalah : 
1) Perbuatan; 
2) yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
 
Maksud dari ke tiga unsur di atas, tindak pidana yang dimaksud 
Moeljatno yaitu perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan 
hukum. Begitupun dengan ancaman, maksudnya di sini yaitu tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana tapi hanya bagi 
yang melanggar larangan. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana dari unsur-unsur, yakni: 
1) Perbuatan /rangkaian perbuatan (manusia); 
2) yang tertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3) diadakan tindakan penghukuman.8 
Berbeda dengan rumusan dari Moeljatno dari unsur yang ketiga 
menurut R. Tresna diadakan tindakan penghukuman. Meninggalkan 
kesan bahwa setiap orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana 
selalu diikuti dengan penghukuman atau dipidana. 
Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda, namun 
pada hakikatnya ada persamaannya. Yaitu tidak memisahkan antara 
unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri 
orangnya. 
Adapun dari sudut pandang undang-undang buku II KUHP memuat 
rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam 
kelompok kejahatan. Dari rumusan-rumusa tindak pidana tertentu dalam 
KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : 
                                                          
8 Adami Chazawi, Ibid, hlm. 80. 
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1) Unsur tingkah laku; 
2) unsur melawan hukum; 
3) unsur kesalahan; 
4) unsur akibat konstiutif; 
5) unsur keadaan yang menyertai; 
6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9) unsur objek hukum tindak pidana; 
10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.9 
Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) suatu percobaan (poging); 
3) macam-macam maksud (oogmerk); 
4) merencanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad); 
5) perasaan takut (vress).10 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1) Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid); 
2) kualitas dari si pelaku.11 
Kesimpulan penulis yaitu unsur subjektif adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 
dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam 
hatinya. Sedangkan, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 
di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.12 
 
                                                          
9Adami Chazawi, Ibid, hlm. 82. 
10Ibid, hlm. 192. 
11Ibid, hlm, 192. 
12Unsur-unsur tindak pidana, http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-
tindak-pidana.html, diakses pada 9 Mei 2015 pukul 20.49. 
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3. Jenis-jenis Pidana 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah 
menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10.Diatur dua 
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 
atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana : 
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda; 
5) Pidana tutupan 
Pidana tambahan meliputi : 
1) Pencabutan beberapa hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah 
sebagai berikut : 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati 
Dalam tata susunan stelsel pidana, maka pidana mati itu 
merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi 
pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus 
dalam sistem pidana di Indonesia. 
Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman 
pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap kepala Negara 
atau Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), 
dan sebagainya. Bahkan beberapa Pasal KUHP mengatur tindak 
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pidana yang diancam Pidana Mati (Bambang Waluyo, 2008:13) 
misalnya : 
a) Makar membunuh kepala Negara, Pasal 104; 
b) Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 
ayat (2); 
c) Membunuh Kepala Negara sahabat, Pasal 140 ayat (1); 
d) Member pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam 
perang, Pasal 124 ayat (3); 
e) Pembunuhan dengan direncanakan terlebuh dahulu, Pasal 40 
ayat (3) dan Pasal 340; 
f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada 
waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang 
menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 
ayat (4); 
g) Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali sehingga 
ada orang mati, Pasal 444; 
h) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan 
sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan 
pertahanan Negara, Pasal 124bis; 
i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan 
angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129; 
j) Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2). 
Menurut ketentuan naskah KUHP (Bambang Waluyo, 2008:14-
15), hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati yaitu: 
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a) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak 
terpidana mati; 
b) Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di muka umum; 
c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 
18 tahun; 
d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa 
ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit 
jiwa itu sembuh; 
e) Pidana mati baru bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan 
Presiden; 
f) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa 
percobaan selama 10 tahun, jika : 
 Rekasi masyarakat kepada terpidana tidak terlalu besar, 
 Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan 
untuk memperbaiki, 
 Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak 
terlalu penting, dan 
 Ada alasan yang meringankan, 
 Jika terpidana dalam percobaan menujukkan sikap dan 
terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana 
seumur hidup dengan putusan menteri kehakiman, 
 Jika terpidana selama percobaan menunjukka sikap dan 
perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk 
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memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas 
perintah jaksa agung, 
 Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak 
dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana 
melarikan diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi 
pidana seumur hidup dengan keputusan menteri 
kehakiman. 
2) Pidana penjara 
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara 
mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, 
waktu mulai berlaku KUHP. Berbeda dengan jenis lainnya, maka 
pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan 
kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan 
dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
permasyarakatan. 
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 
(satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada 
umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan 
dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun. 
3) Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak 
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dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam 
sebuah lembaga kemasyarakatan. 
Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) 
hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapil amanya 
pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, 
yaitu bila terjadi samenloop, recidive dan berdasarkan Pasal 52 
KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih 
pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang 
memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara.13 
Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik-delik 
yangdipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Berikut 
perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara, yaitu : 
a) Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang 
lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara. 
b)  Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang 
ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun. 
c) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan 
pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda 
dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan. 
d) Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat 
dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan 
                                                          
13Stelsel pidana Indonesia KUPH PS 10, http://aribrotodiharjo.blogspot.com/, diakses 
pada 10 Mei pukul 01.30. 
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Lembaga Pemasyarakatannya di mana ia berdiam ketika 
putusan hakim dijalankan. 
e) Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat dari pada 
pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan. 
4) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih 
tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 
denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 
denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah 
uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang 
dapat dipidana. 
Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis 
pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau 
berdiri sendiri. Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana 
denda adalah sebagai berikut: 
a) Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh 
orang lain. 
b) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani 
pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan 
denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana 
untuk memilih. 
Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang 
ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya 
ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan. 
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5) Pidana Tutupan 
Pidana tutupan adalah pidana pokok yang ditambahkan ke 
dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana 
tutupan”. Yang dimaksud ddengan pidana tutupan sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam 
mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan 
pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, 
hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan 
bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang 
merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim 
berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 
Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu 
yang perlu untuk melaksakan UU No.20 Tahun 1946 diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal 
dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. 
Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa 
rumah tutupan ituberlaku berbeda dengan rumah penjara 
(Lembaga Permasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, 
serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada di 
penjara. 
Dari ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 
Tahun 1948 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu 
lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada narapidana penjara. 
Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak 
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sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana 
yang didorong oleh maksud yang patut dihormati. 
Akan tetapi, menurut pendapat Adam Chazawi dalam buku 
Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (hal. 43) serta pendapat Wirjono 
Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia 
(hal. 174), sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah 
terjadi satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan yaitu putusan 
Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 yang 
mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan 
peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan “Tiga Juli 
Affaire”.14 
b. Pidana Tambahan 
Pengaturan mengenai pidana tambahan pada prinsipnya tidak 
dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena 
sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi 
tidaklah harus. 
Berikut penjelasan dari pidana tambahan, yaitu : 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak 
meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), 
dan hak-hak ketatanegaraan. 
                                                          
14Mengenai hukuman tutupan, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan, 
diakses pada 10 Mei 2015 pukul 02.31. 
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Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal. (1) 
Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan 
hakim, (2)Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan Hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan 
pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal 
sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana 
perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk 
kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian 
pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan 
konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 
39.15 
Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut 
ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu (1) Benda-benda 
kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang 
palsu; (2) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan 
                                                          
15Pidana tambahan, https://adelesmagicbox.wordpress.com/2011/11/12/pidana-
tambahan/, diakses pada 10 Mei2015 pukul 04.41. 
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untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau 
yang digunakan terpidana untuk membunuh. 
Di dalam praktik, apa yang disebut pidana tambahan berupa 
pernyataan disitanya barang-barang tertentu seringkali hanya 
merupakan suatu tindakan pencegahan belaka, yang dilakukan 
dengan cara merusak atau dengan cara menghancurkan benda-
benda yang telah dinyatakan sebagai disita, baik merupakan benda 
yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan 
benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. 
Oleh karena itu, tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh 
Hazewinkel-Suringa, bahwa pidana tambahan berupa pernyataan 
disitanya barang-barang tertentu yang semula telah dimaksud 
untuk menjadi suatu pidana, seringkali telah berubah fungsinya 
menjadi politerechtelijkevernietigning, yakni pengrusakan yang 
dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang menurut sifatnya 
adalah berbahaya, dengan maksud agar benda-benda tersebut 
jangan sampai dapat digunakan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan 
yang bersifat melawan hukum. Akan tetapi, benda-benda yang 
mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi pada umumnya oleh 
hakim hanya akan dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan 
negara tanpa disertai perintah untuk merusak atau 
memusnahkannya.16 
 
                                                          
16Pidana tambahan, https://adelesmagicbox.wordpress.com/2011/11/12/pidana-
tambahan/, diakses pada 10 Mei 2015 pukul 04.51. 
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3) Pengumuman putusan Hakim 
Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu 
publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 
pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan Hakim ini, 
Hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman 
tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, 
televisi dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. 
Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja 
yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa 
penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk 
kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga 
membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak 
pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang 
telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan 
melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja 
di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin 
berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan 
pidananya. 
Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 
bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu 
bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun 
yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah 
dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa 
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perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat 
dibaca oleh semua orang.17 
 
C. Tindak Pidana Perjudian 
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian 
Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma 
agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. 
Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila 
mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral 
masyarakat terutama generasi muda.Judi adalah salah satu masalah 
sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah 
ada sejak peradaban manusia. 
Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. 
Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan 
mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi 
sampai taraf tertentu. Beberapa negara Islam melarang perjudian, hampir 
semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak 
mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi 
masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah 
sebagai undang-undang.  
Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk 
memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan 
saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan 
                                                          
17Pidana tambahan, https://adelesmagicbox.wordpress.com/2011/11/12/pidana-
tambahan/, diakses pada 10 Mei 2015 pukul 04.56. 
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memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah 
taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.18 
Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi 
sebagai berikut : 
”tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang 
pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja 
dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena 
kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi 
adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 
lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 
bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”. 
 
Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi 
sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu 
mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan 
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-
peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian 
yang tidak atau belum pasti hasilnya.19 
Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai 
suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai 
kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher 
(1992) dalam buku Abnormal Psychology and Modern Life, mendefinisikan 
perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian 
tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang 
besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, 
                                                          
18Pengertian perjudian, http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian, diakses pada 11 Mei 2015 
pukul 04.47. 
19Penegertian perjudian menurut ahli, 
https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/, diakses 
pada 11 Mei 2015 pukul 05.10. 
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makanan dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu 
komunitas.20 
Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam 
buku The Individual in the Economy, A Text book of Economic Psychology 
seperti yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah 
suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga 
atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan 
mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya 
dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah 
ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi 
dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko: 
1) Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan 
sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana 
pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang 
dianggap berharga. 
2) Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa 
mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak 
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau 
keberuntungan. 
3) Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, 
kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil 
bagian dalam permainan judi.21 
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah 
perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga 
dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk 
memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. 
 
 





2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian 
Dari pemaparan mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus 
terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur 
tersebut adalah : 
a. Permainan/perlombaan 
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau 
perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-
senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur 
hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak 
harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah 
penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah 
permainan atau perlombaan. 
b. Untung-untungan 
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak 
digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau 
faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau 
kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau kepintaran pemain 
yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 
c. Ada taruhan 
Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang 
oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun 
harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat 
adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan 
dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling 
 32 
utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut 
perjudian atau bukan. 
Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang 
memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam PP No.09 
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, adalah masuk 
kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah 
sehingga nampak seperti sumbangan, semisal Sumbangan Dana Sosial 
Berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley 
dancatur bisa masuk kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga 
unsur tersebut. 
Di dalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 
yang ancaman pidananya lebih ringan, yaitu pidana kurungan maksimum 
satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima 
belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap 
perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancama pidananya lebih 
berat. 
Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 
303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut 
KUHP adalah : 
a) Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan 
dalam Pasal 303 KUHP, yaitu : 
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1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 
atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, 
barang siapa tanpa mendapat izin : 
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan 
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai 
mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam 
usaha itu; 
Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau meberikan 
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau 
dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak 
peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; 
Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai 
pencaharian. 
2) Kalau yang bersalah melakukan kerjahatan tersebut dalam 
menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya 
untuk menjalankan percaharian itu; 
3) Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap 
permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga 
karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu 
termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 
atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara 
mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga 
segala pertaruhan lainnya. 
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Dalam rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 kejahatan 
mengenai perjudian yang terdapan dalam ayat (1), yaitu : 
a) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan; 
b) Butir 2, memuat dua kejahatan; 
c) Butir 3, memuat satu macam kejahatan. 
Sementara dalam ayat (2) tentang dasar pemberatan pidana, dan 
ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1). 
Lima kejahatan yang disebut di atas mengandung unsur tanpa izin, 
dalam unsurtanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima 
kejahatan diatas. 
1. Kejahatan pertama 
Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang 
melarang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan 
kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian. 
Dari uraian diatas, maka unsur kejahatan ini adalah : 
 Unsur objektif 
- Perbuatannya : menawarkan dan memberikan kesempatan; 
- Objek : untuk bermain judi tanpa izin; 
- Dijadikannya sebagai mata pencaharian. 
 Unsur subjektif 
- Dengan sengaja. 
Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan 
perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi 
tetapi perbuatan yang dilarang adalah : 
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- Menawarkan kesempatan bermain judi; 
- Memberikan kesempatan bermain judi. 
“Menawarkan kesempatan” disini berarti si pembuat melakukan apa 
saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, 
dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini sudah ada 
orang yang bermain judi. 
Sementara itu “memberikan kesempatan” berarti menyediakan 
peluang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk 
bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi. 
Selain pencaharian, dalam kejahatan pertama ini, juga harus 
dibarengi dengan unsur tanpa izin dan instansi yang berwenang. Tanpa 
adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya. 
2. Kejahatan kedua 
Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir I adalah tanpa izin 
dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. 
Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 
 Unsur objektif 
- Perbuatnnya : turut serta; 
- Objek: dalam suatu kegitan usaha permainan judi tanpa izin. 
 Unsur subjektif 
- Dengan sengaja 
Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah 
turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama 
orang lain. 
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Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk ke dua ini juga memuat 
unsur dengan sengaja, akan tetapi akan tetapi kesengajaan ini lebih 
kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, 
artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut 
serta dan didasarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan 
permainan judi. 
3. Kejahatan Ketiga 
Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan 
sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak 
umum untuk bermain judi.  
Unsur-unsurnya adalah : 
 Unsur objektif 
- Perbuatan : menawarkan atau memberikan kesempatan; 
- Objek : kepada khalayak umum; 
- Untuk bermain judi tanpa izin. 
 Unsur subjektif 
- Dengan sengaja 
Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan 
perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. 
Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut : 
1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau 
memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa 
ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, 
sedangkan pada bentuk ketiga perbuatan tersebut ditujukan 
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kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk  
ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa 
orang saja; 
2) Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua 
perbuatan itu dijadikan sebagai mata perncaharian, sedangkan 
pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur perncaharian. 
4. Kejahatan keempat 
Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) 
KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan 
kegiatan usaha perjudian tanpa izin, di mana unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut : 
 Unsur objektif 
- Perbuatannya : turut serta; 
- Objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. 
 Unsur subjektif 
- Dengan sengaja 
Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua. 
Perbedaanya terketak padda unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, 
unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata 
perncaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya 
ditujukan untuk mata pencaharian. 
5. Kejahatan kelima 
Pada bentuk kelima ini terdapat juga unsur turut serta, namun turut 
serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam 
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menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan 
turut serta dalam permainan judi itu sendiri. 
b) Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan 
melanggar Pasal 303 KUHP. 
Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, 
ditambah dengan UU No. 7 Tahun 1974 yang rumusannya sebagai 
berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau 
pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah : 
Ke-1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan terbuka 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 untuk bermain judi; 
Ke-2. Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum 
atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk 
permainan judi tersebut telah diberikan izin oleh penguasa yang 
berwenang. 
2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun 
sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena 
salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana 
pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum 
lima belas juta rupiah. 
Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, 
jenis kejahatan itu adalah : 
a. Bentuk I 
Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
 Perbuatan : bermain judi; 
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 Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan 
melanggar Pasal 303 KUHP. 
Kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP, tidak berdiri sendiri, 
melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa 
terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 
bis KUHP juga tidak ada. 
b. Bentuk II 
Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut : 
 Perbuatan : ikut serta bermain judi; 
 Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat 
dikunjungi umum; 
 Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang. 
Perjudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 
tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dikategorikan dalam tiga 
macam, yaitu:  
a) Perjudian di Kasino 
Perjudian kasino terdiri dari Roulette, Black jack, Baccarat, 
Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, 
Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, 
Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang 
berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-kiu. 
b) Perjudian di Tempat Keramaian 
Lempar gelang, Lempar uang, kim, pancingan, menembak 
sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, 
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adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, 
mayong, dan erek-erek. 
 
D. Pengertian Kupon Putih 
Kupon putih adalah salah satu jenis judi yang sangat marak di 
Indonesia.Kupon putih atau biasa disebut togel/nomor buntut, bukanlah 
hal baru yang bagi masyarakat di Indonesia bahkan sampai ke seleruh 
dunia. Permaianan kupon putih adalah permainan menebak angka yang 
akan dikeluarkan bandar/rumah judi pda saat tertentu dengan imbalan 
yang fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang 
menjadi tebakan kita. 
Dewasa ini judi kupon putih tidak hanya dimainkan oleh kalangan 
orang dewasa saja, melainkan sudah dimainkan oleh para remaja bahkan 
kaum wanita. Selain sebagai sampingan kupon putih juga kerap dijadikan 
sebagai mata pencaharian bagi masyarakat. Bahkan sekarang ini bukan 
rahasia lagi bagi para pemain judi kupon putih ini, karena bahkan ditempat 
umumpun mereka terang-terangan dalam melakukan perjudian ini. 
Aturan dalam bermain kupon putih ini yaitu : 
a) 1 kupon putih berharga Rp. 1000,- 
b) Setiap kupon hanya bisa diisi 1 bilangan (2 angka, 3 angka, 
atau 4 angka) 
Adapun cara bermain kepon putihyaitu : 
a) Menghitung angka keluar 
Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang 
dilakukan oleh para pemain judi kupon putih ini, padahal dalam 
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matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa 
diprediksi 
b) Tembak langsung 
Selain dengan menghitung, kupon putih biasa ditembak 
langsung oleh para pemainnya. Maksudnya yaitu tidak dengan 
merumuskan angka-angkanya tapi dengan cara langsung 
memprediksikan angkanya. 
c) Memanfaatkan mimpi 
Para pemain judi kupon putih ini pun juga sering bermain diluar 
akal, mimpi saja dibuat seakan menjadi kenyataan. Terkadang 
kayanya para pemain judi kupon putih ini mendapat mimpi yang 
berhubungan dengan angka. 
Dalam permainan judi kupon putih ini, jika tebakan benar maka si 
pemain mendapat hadiah. Dengan ketentuan sesuai jumlah angka 
tebakan yang di pasang. Misalnya saja apabila seseorang memasang 
dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian 
tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya adalah 60 (enam 
puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yang dipasang lalu kemudian 
tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhan akan dikalikan 300 (tiga 
ratus). Apabila jumlah empat bilangan angka yang dipasang lalu kemudian 
tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 
(dua ribu lima ratus). 
Dalam perjudian kupon putih di Indonesia dikenal dengan dua cara 
penjualan yaitu: (1) kupon putih yang dijual secara langsung oleh 
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pengecer kepada target pasarnya. Di Indonesia hampir merata di tiap 
kampong, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi. (2) Kupon 
putih yang dijual secara online. Dulu penjualan dengan cara ini hampir 
tidak merata di seluruh wilayah Indonsia, karena keterbatatasan 
penggunaan teknologi internet yang mendukungnya. Namun sekarang 
penjualan dengan cara ini sudah sangat besar pertumbuhannya 
dikarenakan teknologi informasi yang telah berkembang dalam 
masyarakat Indonesia. Jadi bisa dikatakan cara penjualan langsung 





A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Kabupaten Bone yaitu di Pengadilan Negeri 
Watampone. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, 
bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji 
sekaligus yang berwenang memutus perkara tersebut pada peradilan 
tingkat pertama. Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas 
pertimbangan domisili penulis dan juga keluarga, yang insya Allah dapat 
membantu kelancaran pembuatan karya tulis ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara 
dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone yang menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari 
berbagai literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-
buku, surat kabar, majalah, bacaan- bacaan lain yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, danhasil 
kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh 
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara, yang pertama 
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara 
(interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan 
yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis  bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan hukuman pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam 
putusan nomor 09/Pid/B/2015/PN.WTP. 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 09/Pid/B/2015/PN.WTP, maka penulis 
terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada putusan nomor 
09/Pid/B/2015/PN.WTP sebagai berikut :  
1. Posisi Kasus 
Pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 
wita bertempat di Desa Taccipi Kec. Amali Kab Bone. Terjadi 
penangkapan terhadap terdakwa perjudian kupon putih yaitu ASWAR AIS 
WAWAN BIN SYARIFUDDIN dan AGUSRIADI AIS ANGGU BIN LANNA. 
Pada awal mulanya saksi Bripka Laode Bin Laode Suuli mendapatkan 
informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa I. Aswar ais Wawan 
dan terdakwa II. Agusriadi ais Anggu sering melakukan perjudian kupon 
putih maka Bripka Laode melakukan penyelidikan tersebut dan ternyata 
menemukan mereka terdakwa I. Aswar ais Wawan sementara menerima 
pesanan dari orang yang sedang memesan kupon putih yaitu shio dan 
nomor buntut dengan cara memesan langsung kepada terdakwa I. Aswar 
ais Wawan dengan cara terdakwa II. Agusriadi ais Anggu apabila sudah 
menerima pesanan maka ia melemparkan pesanan itu kepada terdakwa I. 
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Aswar ais Wawan melalui sms dan apabila terdakwa I. Aswar ais Wawan 
sudah menerima dari pemasang terdakwa II. Agusriadi ais Anggu itu 
sebagai rekanan maka terdakwa I. Aswar ais Wawan mengumpulkan 
kemudian melemparkan juga kepada Lel. Beru (DPO) melalui via SMS 
atau pesan singkat, kemudian memasang nomor pesanan orang tersebut 
adapun proses pembayaran yakni orang yang memesan kepada mereka 
terdakwa dengan cara membayar secara langsung. Adapun kupon putih 
yaitu shio dan nomor buntut tersebut dengan kelipatan sesuai dengan 
yang dipesan, dan keuntungan/ kelipatan jika nomor naik misalkan ada 
pesanan shio sebanyak 1 kali dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 
jika tembus dapat kelipatan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
dan jika nomor buntut 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali dengan harga 
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus dapat kelipatan menjadi Rp. 
60.000,- (en am puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapat oleh oleh 
terdakwa I. Aswar ais Wawan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
sementara terdakwa II. Agusriadi ais Anggu mendapat keuntungan 
sebanyak Rp, 3.000,- (tiga ribu rupiah). 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasus 
perjudian kupon putih yang dilakukan oleh ASWAR AIS WAWAN BIN 
SYARIFUDDIN dan AGUSRIADI AIS ANGGU BIN LANNA, yang 
dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone mengatakan sebagai berikut : 
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DAKWAAN PRIMAIR : 
 Bahwa ia terdakwa I. ASWAR AIS WAWAN BIN 
SYARIFUDDIN terdakwa II. AGUSRIADI AIS WAWAN BIN LANNA 
baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama 
pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 
wita atau setidak – tidaknya pada waktu bulan Desember 2014 
bertempat di Desa Taccipi Kec. Amali Kab. Bone atau setidak – 
tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah 
Hukum Pengadilan Negeri Watampone. 
dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah 
dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk 
bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu perbuatan mana 
terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan 
sebagai berikut. 
Pada awal mulanya saksi Bripka Laode bin Laode Suuli 
berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka 
terdakwa I. Aswar bin Syarifuddin dan terdakwa II. Agusriadi bin 
Lanna sering melakukan perjudian togel maka saksi Bripka Laode 
melakukan penyelidikan tersebut dan ternyata telah menemukan 
mereka terdakwa I. Aswar sementara menerima pesanan dari 
orang yang sedang memesan shio dan nomor buntut dengan cara 
memesan langsung kepada mereka terdakwa I. Aswar melalui SMS 
dan apabila terdakwa I. Aswar sudah menerima sebagai sebagai 
pemesan dari terdakwa II. Agusriadi itu sebagai rekan maka 
terdakwa satu I. Aswar mengumpulkan kemudian melemparkan 
juga kepada Lel. Benu (DPO) melalui via SMS, kemudian 
memasang nomor pesanan orang tersebut adapun proses 
pembayaran yakni orang yang memesan kepada mereka terdakwa 
dengan cara membayar secara langsung, adapun shio dan nomor 
buntut tersebut dengan berkelipatan sesuai dengan yang dipesan 
dan keuntungan/ kelipatan jika nomor naik misalkan ada nomor 
pemesan shio sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) jika tembus dapat berkelipatan menjadi Rp. 10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) dan jika nomor buntut 2 (dua) angka sebanyak 
1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 
dapat berkelipatan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 
jadi kentungan yang didapat oleh terdakwa I. Aswar sebanyak Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah) sementara terdakwa II. Agusriadi 
mendapat keuntungan sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 
Bahwa perbuatan terdakwa ASWAR AIS WAWAN BIN 
SYARIFUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 




DAKWAAN SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa I. ASWAR AIS WAWAN BIN 
SYARIFUDDIN terdakwa II. AGUSRIADI AIS WAWAN BIN LANNA 
baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama 
pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 
wita atau setidak – tidaknya pada waktu bulan Desember 2014 
bertempat di Desa Taccipi Kec. Amali Kab. Bone atau setidak – 
tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah 
Hukum Pengadilan Negeri Watampone. 
dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah 
dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk 
bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu perbuatan mana 
terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan 
sebagai berikut. 
Pada awal mulanya saksi Bripka Laode bin Laode Suuli 
berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka 
terdakwa I. Aswar bin Syarifuddin dan terdakwa II. Agusriadi bin 
Lanna sering melakukan perjudian togel maka saksi Bripka Laode 
melakukan penyelidikan tersebut dan ternyata telah menemukan 
mereka terdakwa I. Aswar sementara menerima pesanan dari 
orang yang sedang memesan shio dan nomor buntut dengan cara 
memesan langsung kepada mereka terdakwa I. Aswar melalui SMS 
dan apabila terdakwa I. Aswar sudah menerima sebagai sebagai 
pemesan dari terdakwa II. Agusriadi itu sebagai rekan maka 
terdakwa satu I. Aswar mengumpulkan kemudian melemparkan 
juga kepada Lel. Benu (DPO) melalui via SMS, kemudian 
memasang nomor pesanan orang tersebut adapun proses 
pembayaran yakni orang yang memesan kepada mereka terdakwa 
dengan cara membayar secara langsung, adapun shio dan nomor 
buntut tersebut dengan berkelipatan sesuai dengan yang dipesan 
dan keuntungan/ kelipatan jika nomor naik misalkan ada nomor 
pemesan shio sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) jika tembus dapat berkelipatan menjadi Rp. 10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) dan jika nomor buntut 2 (dua) angka sebanyak 
1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 
dapat berkelipatan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 
jadi kentungan yang didapat oleh terdakwa I. Aswar sebanyak Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah) sementara terdakwa II. Agusriadi 
mendapat keuntungan sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 
Bahwa mereka tedakwa I dan II. Bermain judi kupon putih 
tersebut tidak memiliki keahlian khusus hanya mendapat  untung – 
untungan saja dan dalam hal yang yang dilakukan tersebut tanpa 
mendapat ijin yang sah dari dari pihak yang berwenang. 
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Bahwa perbuatan mereka terdakwa I. Aswar bin Syarifuddin 
dan terdakwa II. Agusriadi bin Lanna tersebut sebagaimana diatur 
dan dincam pidana Pasal 303 bis ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 
(1) KUHP. 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut 
umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti, dan beserta 
barang bukti untuk memperkuat dakwaannya : 
a. Keterangan saksi 
1) Keterangan Bripka Laode bin Laode Suulu di sidang Pengadilan 
di bawah sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa 
nanti saksi mengetahui setelah para terdakwa tertangkap 
dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ; 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 
Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa 
Taccipi kec. Amali Kab. Bone ; 
- Bahwa benar saksi berteman dengan rekan yang bernama 
Bripka Muchram telah menemukan mereka terdakwa 
sementara melakukan perjudian kupon putih ; 
- Bahwa benar pada awal mulanya saksi mendapat informasi 
dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sering melakukan 
perjudian kupon putih maka untuk dapat membuktikannya 
bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar 
saksi menemukan mereka terdakwa sementara melakukan 
perjudian kupon putih ; 
- Bahwa benar saat itu saksi bersama rekan membawa 
terdakwa dengan barang buktinya dikantor krpolisian guna 
untuk proses selanjutnya ; 
- Bahwa benar barang bukti itu yang digunakan mereka 
terdakwa berupa uang , handphone, dan rekapan kertas ; 
- Bahwa benar mereka terdakwa tidak memiliki ijin untuk 
melakukan perjudian kupon putih ; 




2) Keterangan Bripka Muchram bin H. Muchtar di sidang 
Pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa 
nanti saksi mengetahui setelah para terdakwa tertangkap 
dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ; 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 
Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa 
Taccipi kec. Amali Kab. Bone ; 
- Bahwa benar saksi berteman dengan rekan yang bernama 
Bripka Laode telah menemukan mereka terdakwa sementara 
melakukan perjudian kupon putih ; 
- Bahwa benar pada awal mulanya saksi mendapat informasi 
dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sering melakukan 
perjudian kupon putih maka untuk dapat membuktikannya 
bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar 
saksi menemukan mereka terdakwa sementara melakukan 
perjudian kupon putih ; 
- Bahwa benar saat itu saksi bersama rekan membawa 
terdakwa dengan barang buktinya dikantor krpolisian guna 
untuk proses selanjutnya ; 
- Bahwa benar barang bukti itu yang digunakan mereka 
terdakwa berupa uang , handphone, dan rekapan kertas ; 
- Bahwa benar mereka terdakwa tidak memiliki ijin untuk 
melakukan perjudian kupon putih ; 
Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya. 
b. Keterangan Terdakwa 
1) Keterangan terdakwa I. yang pada pokoknya menerangkan hal-
hal sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 
Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa 
Taccipi Kec. Amali Kab. Bone ; 
- Bahwa benar terdakwa telah ditemukan oleh petugas 
kepolisian sementara melakukan perjudian kupon putih ; 
- Benar pada awalnya bahwa terdakwa sementara menerima 
pesanan orang untuk memesan shio dan nomor buntut 
secara langsung dan juga menerima dari pemasangan dari 
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terdakwa II. dan setelah semua terkumpul terdakwa 
melempar kepada Lel. Beru (DPO) melalui via SMS 
kemudian memesan nomor pesanan orang ; 
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perjudian 
maka pada saat itu pula tiba – tiba dating petugas kepolisian 
di rumah terdakwa maka saat itu pula terdakwa langsung 
tertangkap serta terdakwa di bawah ke kantor kepolisian 
beserta dengan barang buktinya guna proses selanjutnya ; 
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang, 
rekapan kertas, dan handphone ; 
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri ; 
 
2) Keterangan terdakwa I. yang pada pokoknya menerangkan hal 
– hal sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 
Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa 
Taccipi Kec. Amali Kab. Bone ; 
- Bahwa benar terdakwa telah ditemukan oleh petugas 
kepolisian sementara melakukan perjudian kupon putih ; 
- Bahwa benar pada awal mulanya bahwa terdakwa 
sementara menerima pesanan dari orang – orang untuk 
memesan kupon putih secara langsung setelah semuanya 
terkumpul terdakwa melempar kepada terdakwa I. melalui 
SMS ; 
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perjudian 
maka pada saat itu pula tiba – tiba dating petugas kepolisian 
di rumah terdakwa maka saat itu pula terdakwa langsung 
tertangkap serta terdakwa di bawah ke kantor kepolisian 
beserta dengan barang buktinya guna proses selanjutnya ; 
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang, 
rekapan kertas, dan handphone ; 
- Bahwa benar terdakwa hanya disuruh oleh Lel. Beru (DPO) 
dan mendapat persen dari Lel. Beru (DPO) ; 
 
c. Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini : 
- Uang tunai sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh 
delapan ribu rupiah) 4 (empat) lembar rekapan kupon putih ; 
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- 1 (satu) buah handphone BlackBerry Davis tipe 9220 warna 
hitam ; 
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1202 – 2 warna 
putih; 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan penuntut umum dalam kasus perjudian kupon 
putih ini yang dilakukan oleh terdakwa I. Aswar ais Wawan bin Syarifuddin 
dan terdakwa II. Agusriadi ais Anggu bin Lanna, berdasarkan fakta – fakta 
yang terungkap di depan persidangan maka sampailah kami kepada 
pembuktian mengenai unsure – unsure tindak pidana yang didakwakan 
kepada mereka sebagaimana diketahui bahwa mereka terdakwa dia 
diajukan di persidangan dengan dakwaan alternative sebagai berikut :  
 Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP. 
 Subsidair : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
agar memutuskan :  
1) Menyatakan mereka terdakwa I. Aswar bin Syarifuddin dan 
terdakwa II. Agusriadi bin Lanna telah bersalah melakukan 
tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 Bis ayat 
(1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Aswar bin 
Syarifuddin dan terdakwa II. Agusriadi bin Lanna dengan 
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pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahana sementara; 
3) Menetapkan barang bukti berupa : 
 Uang tunai sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat 
puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara. 
 4 (empat) lembar rekapan kupon putih; 
 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Davis tipe 9220 
warna hitam; 
 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 1202-2 warna putih 
dirampas untuk dimusnahkan. 
 Menetapkan supaya mereka terdakwa di bebani membayar 
biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Berdasarkan Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa 
Terdakwa tedakwa terbukti bersalah dan memutus : 
1) Menyatakan terdakwa I. Aswar alias Wawan bin Syarifuddin, 
II. Agusriadi alias Anggu bin Lanna, tidak terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; 
2) Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan 
Primair tersebut ; 
3) Menyatakan terdakwa I. Aswar alias Wawan bin Syarifuddin, 
II. Agusriadi bin Lanna terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta main Judi”. 
4) Menjatuhkan pidana kepadda para terdakwa dengan pidana 
penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima 
belas) hari ; 
5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan 
yang dijatuhkan ; 
6) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ; 
7) Menetapkan barang bukti berupa : 
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- Uang tunai sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat 
puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara. 
- 4 (empat) lembar rekapan kupon putih; 
- 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Davis tipe 9220 warna 
hitam; 
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 1202-2 warna putih 
dirampas untuk dimusnahkan. 
8) Menetapkan supaya mereka terdakwa di bebani membayar 
biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
 
Sifat melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dua macam  yaitu  
sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil. Sifat   
melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang  luas  yaitu 
melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan  
hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-
dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak 
menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur  
dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah 
merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru 
merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan 
dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum materil terdiri dari 
sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan sifat melawan 
hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara  
materil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, 
pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam 
fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materil merupakan 
perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam 
perundang- undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. 
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Bagi seorang jaksa dalam mempertahankan dakwaannya dan 
menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah 
sesuatu yang bisa disebut dengan hal yang lumrah, adapun cara yang 
diusahakan dalam mempertahankan dakwaannya yaitu dengan membuat 
surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus yang 
penulis bahas ini ada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sebab 
dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan 
guna menjerat pelaku agar tidak ada cela untuk lolos dari perbuatan yang 
dilakukan. Penerapan Pasal 303 Bis ayat (1) sendiri sudah tepat di mana 
jaksa mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian di 
mana telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Dalam 
ketentuan Pasal tersebut di mana kedua terdakwa dalam artian barang 
siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana, unsur ikut serta main judi di jalan umum/ tempat yang dapat 
dikunjungi umum, dan unsur tanpa izin. 
Berdasarkan uraian-uraian diatas tidak ditemukan dengan adanya 
alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban terdakwa 
baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembenar sehingga dengan 







B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih dalam 
putusan nomor 09/Pid/B/2015/PN.WTP. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Adapun pertimbangan Majelis Hakim, menimbang bahwa apakah 
terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh 
karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa 
Penuntut Umum. Adapun dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih 
mendekati fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu 
Dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang mana unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut : 
1) Barang siapa ; 
2) Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan ; 
3) Tanpa mendapatkan izin ; 
 
Ad.1. Unsur Barang Siapa : 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini 
adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek 
hukum yang telah melakukantindak pidana tersebut dan memiliki 
kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu ; 
Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan terdakwa 
dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi 
maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya 
sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan 
didapati fakta bahwa terdakwalah yang telah ditangkap oleh aparat 
kepolisian karena diduga telah melakukan permainan perjudian kupon 
putih pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekita pukul 17.30 wita 
bertempat di desa Taccipi Kec. Amali Kab. Bone ; 
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Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu para 
terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan 
tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa 
haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya 
tersebut, sehingga dengan demikian unsur “’barang siapa” di sini oleh 
Majelis Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; 
Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan : 
Menimbang bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan 
terdakwa sendiri di persidangan daidapati fakta bahwa terdakwa 
ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat melakukan permainan judi 
kupon putih pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 
17.30 Wita bertempat di Desa Taccipi Kec. Amali Kab. Bone ; 
Menimbang bahwa awal mulanya saksi Bripka Laode Bin Laode 
Suuli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa I. 
Aswar ais Wawan dan terdakwa II. Agusriadi ais Anggu sering melakukan 
perjudian kupon putih maka Bripka Laode melakukan penyelidikan 
tersebut dan ternyata menemukan mereka terdakwa I. Aswar ais Wawan 
sementara menerima pesanan dari orang yang sedang memesan kupon 
putih yaitu shio dan nomor buntut dengan cara memesan langsung 
kepada terdakwa I. Aswar ais Wawan dengan cara terdakwa II. Agusriadi 
ais Anggu apabila sudah menerima pesanan maka ia melemparkan 
pesanan itu kepada terdakwa I. Aswar ais Wawan melalui sms dan 
apabila terdakwa I. Aswar ais Wawan sudah menerima dari pemasang 
terdakwa II. Agusriadi ais Anggu itu sebagai rekanan maka terdakwa I. 
Aswar ais Wawan mengumpulkan kemudian melemparkan juga kepada 
Lel. Beru (DPO) melalui via SMS atau pesan singkat, kemudian 
memasang nomor pesanan orang tersebut adapun proses pembayaran 
yakni orang yang memesan kepada mereka terdakwa dengan cara 
membayar secara langsung. Adapun kupon putih yaitu shio dan nomor 
buntut tersebut dengan kelipatan sesuai dengan yang dipesan, dan 
keuntungan/ kelipatan jika nomor naik misalkan ada pesanan shio 
sebanyak 1 kali dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 
dapat kelipatan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika nomor 
buntut 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) jika tembus dapat kelipatan menjadi Rp. 60.000,- (en am 
puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapat oleh oleh terdakwa I. 
Aswar ais Wawan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sementara 
terdakwa II. Agusriadi ais Anggu mendapat keuntungan sebanyak Rp, 
3.000,- (tiga ribu rupiah) yang dilakukan para terdakwa itu adalah tempat 
jalan umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum ; 
Meimbang bahwa dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata 
perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan main 
judi karena yang dilakukan adalah suatu bentuk permainan judi jikalau 
dilihat dari jenis permainannya dan hasil yang didapatkan yang diperoleh 
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secara untung – untungan, sehingga unsur ini Majelis Hakim berpendapat 
juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; 
Ad.3. Unsur tanpa mendapatkan Izin 
Menimbang bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan 
terdakwa sendiri di persidangan daidapati fakta bahwa terdakwa 
ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat melakukan permainan judi 
kupon putih pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 
17.30 Wita bertempat di Desa Taccipi Kec. Amali Kab. Bone dan para 
terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwajib, 
sehingga unsur ini Majelis Hakim berpendapat juga telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan ; 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang 
didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidair ini telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian secara hukum 
terhadap terhadap terdakwa dapatlah dipersalahkan telah melakukan 
perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP 
Jo Pasal 55 ayat  (1) ke-2 KUHP, yakni ”Turut serta main judi” ; 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, 
maka terhadap terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya tersebut ; 
Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 
kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – 
hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri 
terdakwa; 
Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk 
melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada 
memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari 
sebelumnya, oleh karenanya sikap terdakwa yang sopan dalam 
persidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, status 
terdakwa yang belum pernah dihukum, dan penyesalan terdakwa akan 
perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan 
tersebut, sehingga hal tersebut juga sudah sepantasnya Majelis Hakim 
pertimbangkan sebagai hal – hal yang meringankan terhadap diri 
terdakwa ; 
Menimbang bahwa ancaman pidana dari perbuatan yang telah 
dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan oleh hal – hal yang memberatkan 
dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan 
rasa keadilan ; 
Menimbang bahwa oelh karena para terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) 




2. Analisis Penulis 
Berkaitan dengan perkara yang penulis telah uraikan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut 
umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya 
telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seseorang terdakwa. Hal 
ini didasarkan pada fakta – fakta pada pemeriksaan dalam persidangan.  
Menenurut penulis, alasan hakim tidak menggunakan dakwaan 
primair yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP karena dakwaan primair ini ada yang tidak sesuai dengan fakta – 
fakta dalam persidangan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah 
ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk penghapusan pidana atas diri 
terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada 
perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan 
pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini  
putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang 
meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan  Majelis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan. Melihat dari putusan Majelis Hakim 
yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima 
belas) hari kepada terdakwa menurut penulis ini sudah tepat dan dapat 
meberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi 
perbuatannya dan mereka terdakwa sopan dalam persidangan. Selain itu 
para pelaku juga sudah mengakui dan menyesali perbuatannya. 
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Menurut penulis juga pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat 
yaitu tidak hanya berdasarkan pada perdasarkan pertimbangan dari sisi 
yuridisnya tetapi juga pertimbangan psikologi dan sosiologisnya yang 









1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam nomor perkara 
09/Pid/B/2015/PN.WTP sudah tepat berdasarkan fakta – fakta 
hukum yang terjadi pada saat persidangan baik dari keterangan 
saksi – saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang 
bukti. Dan juga di dasarkan pada pertimbangan hakim yang 
menggunakan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai dengan 
perbuatan para pelaku yang memenuhi unsur tindak Pidana 
Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur barang siapa, Unsur 
menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dan Unsur 
tanpa mendapatkan izin. 
2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan Pidana 
terhadap para pelaku tindak pidana perjudian dalam nomor perkara 
09/Pid/B/2015/PN.WTP. Oleh majelis Hakim dipidana penjara 2 
(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari karena telah terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-
2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berbeda dengan tuntutan 
Penuntut Umum yakni (tiga) bulan pidana pernjara karena bersalah 
melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam 
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pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. Seharusnya para terdakwa mendapatkan hukuman 
sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai 
pertimbangan hukum oleh hakim lebih memberikan kesempatan 
terhadap para terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kiranya 




Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubung dengan 
penulisan skripsi ini adalah :  
1) Harapan penulis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 
perjudian selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu 
ditempuh berbagai cara dan juga melibatkan masyarakat umum 
untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian kupon putih 
yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jikalau 
mengetahui adanya perjudian. 
2) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan 
khususnya tindak pidana perjudian agar mendapatkan efek jera 
bagi pelaku tindak pidana ini. 
3) Penulis juga berharap kepada masyarakat agar lebih sadar dalam 
setiap tindakan yang dilakukan dan menjahui kebiasaan – 
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